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BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,

. bahwa masih terdapat ketentuan yang belum diatur dalama.
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sehingga
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu
diganti;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3b.
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu) menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Cz

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

4.

. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-5.
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan
dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa_ lebih/kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

7.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan

penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

8.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

9.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 32.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



18. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

19. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

20. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Pasal 2

Maksud disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini adalah untuk
menetapkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvesi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan pelaporan dalam rangka
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini adalah untuk
mengatur prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvesi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik yang dipilh dalam penyelenggaran akuntansi guna penyusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintahan untuk tujuan umum.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini meliputi:
1.
2.
3.

O
P
aO

N
AU

A

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Lebih
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.

. Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.
Kebijakan Akuntansi No.

O1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
03 tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran

04 tentang Neraca
O05 tentang Laporan Operasional
O06 tentang Arus Kas
07 tentang Laporan perubahan Ekuitas
08 tentang Catatan atas laporan Keuangan
09 tentang Akuntansi Pendapatan
10 tentang Akuntansi Belanja
11 tentang Akuntansi Beban
12 tentang Akuntansi Pembiayaan
13 tentang Akuntansi Aset
14 tentang Akuntansi Kewajiban
15 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan

10

Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa
Kebijakan Akuntansi No
Kebijakan Akuntansi No
Layanan Umum Daerah
Kebiyakan Akuntansi No
Kebijakan Akuntansi No
Kebyakan Akuntansi No
Kebijakan Akuntansi No
Kebijakan Akuntansi No
Kebijakan Akuntansi No

. 16 tentang Konsolidasi

. 17 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan
(BLUD)
. 18 tentang Akuntansi Hibah
. 19 tentang Belanja Bantuan Sosial
. 20 tentang Transfer
. 21 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
. 22 tentang Perjanjian Konsesi Jasa
. 23 tentang Properti Investasi



BUPATI ROKAN HILIR, 
 
 
 
 

AFRIZAL SINTONG 

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
secara rinci tercantum dalam Lampiran I] sampai dengan Lampiran XXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan
Hilir Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 34), dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.

a

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.a

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR

Resuai dengan aslinya
ABAGIAN HUKUM

SETD
AEN

1017 200012 1 002
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